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TERHADAP PENUMPANG DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
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Abstract
A. Latar Belakang
Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 merupakan
Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota
Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Anambas dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan
Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan
2 Kota dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil
dimana 40% belum bernama dan berpenduduk.
Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 Km2, di
mana 95% - nya merupakan lautan dan hanya 5%
merupakan wilayah darat.2 Masyarakatnya selalu
mengandalkan transportasi laut untuk pergi dari pulau
yang satu ke pulau lain dan antar kabupaten atau kota.
Hal inilah yang membuat pelaku usaha melihat ada
sebuah peluang yang bagus untuk berbisnis dalam
jasa transportasi laut.
Dalam perkembangannya, pelaku usaha di Provinsi
Kepulauan Riau menyediakan berbagai jasa transpor-
tasi laut, mulai dari kapal ferry yang menghubungkan
antar kabupaten/kota dalam jarak yang cukup jauh,
kapal pompong yang menghubungkan antar satu
pulau dengan pulau lainnya dalam jarak yang dekat,
1 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2 www.kemendagri.go.id, terakhir kali diakses tanggal 30 September 2015 jam 08:30 WIB.
The 95 % of Riau Archipelago Province’s territorial is an ocean and only 5% is land which
gives an oportunity for businessman to provide sea transportation service, it is started from
ferry which connect regency or cities in a far distance, Pompong ship which connect an
island with another island in a short distance , and roro ship (roll on roll off) which is used by
society to carry their vehicles to  the outside area. Particially we still find a passenger (costumer)
who are unprofitable with the sea transportation business such as overload passenger the
lost or broken luggaeges which is put on the deck, the delayed schedule ship without notification
to the passengers, and the scrratch of the passenger’s vehicles when they entered into the
ship. The problems of this research is how the responsibility of sea transportation business
to the passangers in Riau Archipelago Province, the author of this resaerch uses a normatif
legal of methodology the result which is found by the author of this research are, first if the
businessman load the passengers over than capacity  so that there will be a passenger who
does not get any seat then, the businessman will get an absolute responsibility principle
(absolute liability), second, if the passenger’s luggaes are lost or broken when they are put
on the ship’s deck, then the businessman will get a punishment from the government based
on their faults (the fault of liability or liability based on fault), third, if the passengers get a
delay schedule ship without notification about it, then, the sea transportation businessman
will be punished by presumption of liability principle, and, forth if the passanger’s vehicles
scracthed when they enter into the roll on roll off ship which is cause by the ship crew while
instructing the passenger to park their vehicles and arranging those vehicles, then the sea
transportation businessman will punished by strict liability.
Key words : Responsibility, Producent, Consumers
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dan kapal roro (roll on roll off) yang dipergunakan
masyarakat untuk membawa kendaraannya ke luar
daerah. Dalam praktek, masih saja ditemukan adanya
penumpang (konsumen) yang dirugikan oleh tindakan
pelaku usaha tersebut seperti penumpang yang dibawa
melebihi kapasitas, hilangnya atau rusaknya barang
penumpang yang diletakkan di atas dek kapal,
keterlambatan jadwal keberangkatan tanpa adanya
pemberitahuan kepada penumpang, dan lecetnya
kendaraan penumpang pada saat dimasukkan dalam
kapal. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk
mengangkat ini menjadi sebuah penelitian dengan
judul “Tanggungjawab Pelaku Usaha Transportasi Laut
Terhadap Penumpang di Provinsi Kepulauan Riau”.
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka
yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu
bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha transpor-
tasi laut terhadap penumpang di Provinsi Kepulauan Riau?
C. Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui tanggungjawab pelaku usaha transportasi
laut terhadap penumpang di Provinsi Kepulauan Riau.
D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah
penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai
sebuah bangunan sistem norma.3 Sistem norma yang
dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah
dari peraturan perundang-undangan, putusan peng-
adilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).4 Peter Mahmud
Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif
adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang
dihadapi.5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji
memberikan pendapat penelitian hukum normatif
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.6
2. Sumber data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini
berupa data sekunder atau data kepustakaan. Sumber
data diperoleh dari7 :
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum
yang mengikat, terdiri dari :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata).
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer,
terdiri dari buku-buku ilmiah yang terkait dengan
masalah yang diteliti dan pendapat dari ahli
hukum perlindungan konsumen.
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang membe-
rikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, dalam
penelitian ini penulis menggunakan Kamus
Umum Bahasa Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam
penelitian ini maka pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan studi kepustakaan.
4. Analisis data
Data sekunder yang dipilih melalui studi kepus-
takaan, kemudian disusun secara sistematis sehingga
diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai
kaidah hukum, asas hukum, dan sistematik hukum.
Bahan hukum atau data yang bersifat deskriptif, maka
analisisnya kualitatif yang menekankan pada pe-
nalaran.8
E. Kerangka Teori
1. Tanggungjawab
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti
tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung
segala sesuatunya (kalau ada suatu hal, boleh dituntut,
dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).9 Nusye
KI Jayanti berpendapat, tanggungjawab mengandung
makna keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas
3 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.
4 Ibid.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 35.
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.13.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.52.
8 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Ilmu
Hukum, Yogyakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm.10.
9 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, hlm.1205.
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segala sesuatu akibat perbuatannya. Menurut Nusye
KI Jayanti, pengertian tanggungjawab tersebut di atas
harus memiliki unsur :
a. Kecakapan
Cakap menurut hukum mencakup orang dan
badan hukum. Seseorang dikatakan cakap
pada dasarnya karena orang tersebut sudah
dewasa atau akil balig serta sehat pikirannya.
Sebuah badan hukum dikatakan cakap apabila
tidak dinyatakan dalam keadaan pailit oleh
putusan pengadilan.
b. Beban kewajiban
Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu
yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksa-
nakan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan.
c. Perbuatan
Unsur perbuatan mengandung arti segala
sesuatu yang dilakukan.
Prinsip tentang tanggungjawab merupakan perihal
yang sangat penting dalam melindungi penumpang
selaku konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran
hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam
menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan
seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan
kepada pihak-pihak terkait.10 Menurut Shidarta, secara
umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum
dapat dibedakan menjadi 5 (lima) yaitu prinsip
tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (fault
liability atau liability based on fault), praduga selalu
bertanggungjawab (presumption of liability principle),
praduga tidak selalu bertanggungjawab (presumption
nonliability principle), tanggungjawab mutlak (strict
liability), dan tanggungjawab dengan pembatasan
(limitation of liability principle).11
Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesa-
lahan (fault liability atau liability based on fault) adalah
prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum
perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pasal 1365,
1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.
Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat
dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum
jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal
1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal
tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad), mengharuskan terpenuhinya empat unsur
pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesa-
lahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya
hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
Adapun yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang
bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak
hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi
juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.12
Prinsip praduga selalu bertanggungjawab menyata-
kan bahwa tergugat selalu dianggap bertang-
gungjawab (presumption of liability principle), sampai
ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata
“dianggap” pada prinsip “presumption of liability” adalah
penting, karena ada kemungkinan tergugat membe-
baskan diri dari tanggungjawab, yaitu dalam hal ia
dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil”
semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan
terjadinya kerugian. Dalam prinsip ini, beban pembuk-
tiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak
beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslast).
Jika digunakan prinsip ini, maka yang berkewajiban
untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak
pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus meng-
hadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu
saja konsumen tidak dapat sekehendak hati meng-
ajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat
selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha,
jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.13
Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung-
jawab (presumption nonliability principle) hanya dikenal
dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat
terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah
pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau keru-
sakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang
biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang
(konsumen) adalah tanggungjawab dari penumpang.
Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat
dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang
dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada
pada konsumen.14
Prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability) sering
diidentikkan dengan prinsip tanggungjawab absolut
(absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli
yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada
pendapat yang menyatakan, strict liability adalah
prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan
tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada
10 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm. 59.
11 Ibid., hlm.73-79.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
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pengecualian-pengecualian yang memungkinkan
untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya pada
keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability
adalah prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan dan
tidak ada pengecualiannya. Dalam prinsip ini tidak ada
kemungkinan untuk membebaskan diri dari tang-
gungjawab, kecuali apabila kerugian yang timbul
karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri.15
Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan
(limitation of liability principle) ini sangat disenangi oleh
pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula
eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.
Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan,
bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau
rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si
konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar
sepuluh kali harga satu rol film baru.16
2. Pengertian Pelaku Usaha
Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen adalah setiap perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.17 Penjelasan dari Pasal 1 angka 3
UU Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang
termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan,
korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang,
distributor dan lain-lain.
3. Pengertian Konsumen
Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen
menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan.18 Penjelasan dari Pasal 1
angka 2 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan
bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah
konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen
akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu
produk, sedangkan konsumen antara adalah kon-
sumen yang menggunakan suatu produk sebagai
bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.
Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini
adalah konsumen akhir.
F. Pembahasan
Secara umum, dasar hukum yang dapat diper-
gunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku
usaha transportasi laut di Provinsi Kepulauan Riau
terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang
adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang dengan tegas
menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum,
yang membawa kerugian kepada seorang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.19 Jadi,
apabila pelaku usaha transportasi laut di Provinsi
Kepulauan Riau melakukan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige daad) yang mengakibatkan
kerugian pada konsumen (penumpang) maka pelaku
usaha yang melakukan kesalahan tersebut wajib
mengganti kerugian itu.
Secara khusus, tanggungjawab pelaku usaha
transportasi laut terhadap penumpang di Provinsi
Kepulauan Riau dapatlah saya bagi berdasarkan
beberapa keadaan atau kejadian sebagai berikut, yaitu:
Pertama, apabila pelaku usaha tersebut memuat
penumpang yang melebihi kapasitas sehingga ada
penumpang yang tidak dapat tempat duduk maka
pelaku usaha itu dikenakan prinsip tanggungjawab
absolut (absolute liability). Jadi, pelaku usaha tersebut
harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi
terhadap penumpang (konsumen) yang sudah
melaksanakan kewajibannya untuk membayar tiket
kapal tapi tidak mendapatkan haknya untuk duduk di
kursi penumpang. Perbuatan tersebut adalah murni
dari kesalahan pelaku usaha tersebut sehingga tidak
ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari
tanggungjawab ini.
Kedua, apabila barang dari penumpang ada yang
hilang atau rusak ketika diletakkan di atas dek kapal
maka pelaku usaha tersebut dikenakan prinsip
tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (fault
liability atau liability based on fault). Pelaku usaha
tersebut baru dapat dimintakan pertanggungja-
wabannya secara hukum untuk mengganti kerugian
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
18 Ibid.
19 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007, hlm. 346.
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tersebut jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya
secara nyata terhadap hilangnya atau rusaknya barang
penumpang yang ada di dek kapal. Pasal 1365
KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad),
mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu
adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya
kerugian yang diderita dan adanya hubungan
kausalitas antara kesalahan dan kerugian.  Adapun
yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah
hilangnya atau rusaknya barang penumpang tersebut.
Kesalahan di sini maksudnya adalah kesalahan yang
dilakukan oleh awak kapal atau anak buah kapal yang
tidak berhati-hati dalam menjaga barang penumpang.
Adanya kerugian yang diderita maksudnya penumpang
(konsumen) dirugikan secara materiil atas peristiwa
tersebut dan adanya hubungan kausal (sebab akibat)
antara kesalahan yang dilakukan oleh awak kapal atau
anak buah kapal dengan kerugian yang diderita oleh
penumpang (konsumen).
Ketiga, apabila penumpang mengalami keterlam-
batan keberangkatan tanpa adanya informasi
mengenai kejadian tersebut, maka pelaku usaha
transportasi laut tersebut dikenakan prinsip praduga
selalu bertanggungjawab yang menyatakan bahwa
tergugat (pelaku usaha tersebut) selalu dianggap
bertanggungjawab (presumption of liability principle),
sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
Maksudnya di sini adalah pelaku usaha tersebut harus
bertanggungjawab memberikan ganti rugi terhadap
akibat dari keterlambatan keberangkatan kapal yang
merugikan penumpang (konsumen), sebagai contoh
apabila penumpang kapal tersebut gagal berangkat
naik pesawat dikarenakan keterlambatan kapal kecuali
pelaku usaha tersebut bisa membuktikan bahwa
keterlambatan terjadi dikarenakan suatu keadaan atau
kejadian yang tidak diinginkan seperti cuaca pada saat
itu tidak memungkinkan untuk berlayar sehingga harus
diundur menunggu cuaca sudah kondusif untuk
berlayar dan kapal pada saat itu mengalami kerusakan
sehingga harus diperbaiki dulu sebelum berlayar.
Keempat, apabila kendaraan penumpang meng-
alami lecet ketika dimasukkan dalam kapal roro (roll
on roll off) karena kesalahan awak kapal atau anak
buah kapal dalam mengarahkan penumpang memar-
kir kendaraannya dan menyusun kendaraan tersebut,
maka pelaku usaha transportasi laut tersebut dikenakan
prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability). Jadi,
pelaku usaha tersebut bertanggungjawab penuh
terhadap kesalahan yang dilakukan awak kapal atau
anak buah kapalnya terhadap lecetnya kendaraan
penumpang (konsumen) dengan mengganti kerugian
tersebut.
G. Penutup
Berdasarkan uraian dan pembahasan seperti
tersebut di atas, dapat dikemukakan kesimpulan dan
saran sebagai berikut :
1. Kesimpulan
Tanggungjawab pelaku usaha transportasi laut
terhadap penumpang di Provinsi Kepulauan Riau tidak
bisa dibebankan pada satu prinsip tanggungjawab saja
tapi harus disesuaikan dengan kondisi atau keadaan
kerugian yang dialami oleh penumpang (konsumen).
2. Saran
Sebaiknya penumpang lebih memahami lagi apa
yang menjadi haknya selaku konsumen dan apabila
mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelaku
usaha transportasi laut di Provinsi Kepulauan Riau
seharusnya tidak diam saja tapi tuntutlah apa yang
menjadi tanggungjawab pelaku usaha tersebut.
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